PEMERINTAH KOTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEPAKAT KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025
2,89 TRILIUN RUPIAH

Sumber gambar : https://lampung.tribunnews.com/2024/11/12/

Pemkot dan DPRD Bandar Lampung menyepakati Kebijakan Umum Anggaran
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD tahun 2025
sebesar Rp 2,89 triliun.

Dalam hal ini, Pemkot dan DPRD Bandar Lampung telah menggelar rapat
paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD 2025 di Ruang
Sidang DPRD setempat, Senin, (11/11/2024). Jubir Badan Anggaran DPRD Bandar
Lampung, Agus Manarif mengatakan, APBD tersebut direncanakan untuk mendukung
program kemasyarakatan.

“Yang di dalamnya ada berbagai lintas sektor prioritas, seperti pendidikan,
kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat,” ujarnya. “APBD ini terdiri dari
beberapa komponen utama. Pertama komponen Pendapatan Daerah yang sebelumnya
ditarget Pemkot Rp 2,899 triliun,” terusnya.

Pendapatan Daerah itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1,083
triliun, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang sah.


https://lampung.tribunnews.com/2024/11/12/

Sementara itu, Pjs. Wali Kota Bandar Lampung, Budhi Darmawan, menjelaskan
bahwa anggaran tersebut akan mereka fokuskan pada beberapa sektor prioritas seperti
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat.

Selain itu, pembayaran utang juga menjadi perhatian utama agar tidak membebani
APBD di masa depan. “Bayar hutang menjadi kewajiban. Sudah prioritas dan di hitung
agar tidak mengganggu kinerja anggaran kita,” pungkas Budhi.

Sumber Berita :

1. https://lampung.tribunnews.com/2024/11/12/pemkot-dan-dprd-bandar-lampung-
sepakat-kua-ppas-apbd-2025-sebesar-rp-289-t, 12 November 2024

2. https://lampost.co/lampung/dprd-dan-pemkot-bandar-lampung-sepakati-apbd-2025-
senilai-rp289-triliun/, 11 November 2024

Catatan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur sebagai berikut:

a. Pasal 1

1) Angka 33 yang menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang
selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun.

2) Angka 34 yang menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja Perangkat Daerah.

b. Pasal 149, 150, 151, dan 152
DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi :
a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
1) membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak
menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;
2) mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan
3) menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama
bupati/wali kota.
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c.

Program pembentukan Perda Kabupaten/Kota memuat daftar urutan dan
prioritas rancangan Perda Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1
(satu) tahun anggaran. Dalam menetapkan program pembentukan Perda
Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan
bupati/wali kota.

b. anggaran; dan
Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan

bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD

Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota. Fungsi anggaran
dilaksanakan dengan cara:

a)
b)
c)

d)

membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota
berdasarkan RKPD;

membahas rancangan Perda  Kabupaten/Kota tentang APBD
kabupaten/kota;

membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD
kabupaten/kota; dan

membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

C. pengawasan.

Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah

kabupaten/kota. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, DPRD

kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat.

Pasal 160
Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9

mengajukan rancangan Perda Kabupaten/Kota;
mengajukan pertanyaan;

menyampaikan usul dan pendapat;

memilih dan dipilih;
membela diri;

imunitas;

mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
protokoler; dan
keuangan dan administratif.

Pasal 309
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Pasal 310



1)

2)

Ayat (1) Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada DPRD
untuk dibahas bersama.

Ayat (2) KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama
DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja
dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
mengatur sebagai berikut

a. Pasal 1

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

Angka 4 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Perda.

Angka 5 yang menyatakan bahwa Penerimaan Daerah adalah uang yang
masuk ke kas Daerah.

Angka 6 yang menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah adalah uang yang
keluar dari kas Daerah.

Angka 7 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak
Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.

Angka 13 yang menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban
Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Angka 22 yang menyatakan bahwa Kebljakan Umum APBD yang
selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun.

Angka 23 yang menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap
program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Angka 24 yang menyatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD
yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai
dasar penyusunan rancangan APBD.

b. Pasal 23
APBD disusun:



1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah
yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.

2) mempedomani KUA PPAS vyang didasarkan pada RKPD. APBD
mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi,
dan stabilisasi.

APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap

tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-

undangan.

Pasal 24
Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang
dianggarkan dalam APBD.
1) Penerimaan Daerah terdiri atas:
a) Pendapatan Daerah; dan
b) penerimaan Pembiayaan daerah.
Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2) Pengeluaran Daerah terdiri atas:
a) Belanja Daerah; dan
b) pengeluaran Pembiayaan daerah.
Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas
Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
memiliki dasar hukum yang melandasinya.
Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto
dalam APBD. Satuan hitung dalam APBD adalah mata uvang rupiah. APBD
merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Bagian
Kedua Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

. Pasal 27, 28, 29, 30, 31
1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
a) Pendapatan Daerah;

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening
Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan
penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah
dalam 1 (satu) tahun anggaran.



Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah,
organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

1) pendapatan asli daerah;
Pendapatan asli Daerah meliputi:

2)
3)

a)
b)

pajak daerah;
retribusi daerah;

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana meliputi

pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

c)

d)

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan
Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

pendapatan transfer; dan

lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
()
(8
(h)

(1)

0)

(k)
Q)

(m)
(n)
(0)
()

hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

hasil kerja sama daerah;

jasa giro;

hasil pengelolaan dana bergulir;

pendapatan bunga;

penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan
barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain
sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari
hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya
merupakan Pendapatan Daerah;

penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing;

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
pendapatan denda pajak daerah;

pendapatan denda retribusi daerah,;

pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

pendapatan dari pengembalian;

pendapatan dari BLUD; dan

pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



b) Belanja Daerah; dan
Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran
lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perLtndang-undangan
diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

c) Pembiayaan daerah.
Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

2) APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi
disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 89

Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan

RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pedoman

penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a) kondisi ekonomi makro daerah;

b) asumsi penyusunan APBD;

c) kebijakan Pendapatan Daerah;

d) kebijakan Belanja Daerah;

e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan

f) strategi pencapaian.

Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah,;

2) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan
yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum
dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan

3) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk
masing-masing Program dan Kegiatan.

Pasal 90

Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada
DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati
bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Kesepakatan terhadap rancangan



KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan
DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi
pedoman bagi perangkat daerah dalam menSrusun RKA SKPD. Tata cara
pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pasal 91

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan
KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA
dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan
RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah,
untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pasal 194

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja
dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas
Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
Persetujuan bersama rancangan Perda dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan
setelah tahun anggaran berakhir. Atas dasar persetujuan bersama, Kepala Daerah
menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Pasal 196

1) Ayat (1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada
kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat
3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/
kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi
sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.

2) Ayat (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi
terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupatenlkota tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian dengan Perda kabupaten/kota
tentang APBD, Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Perkada



j.

3)

4)

5)

6)

kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada kabupaten/kota tentang
penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan.

Ayat (3) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakit Pemerintah
Pusat kepada bupati/wa-li kota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung
sejak  diterimanya  rancangan  Perda  kabupaten/kota  tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten I
kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (4) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan
hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan
Perda kabupaten/kota tentang APBD, Perda kabupaten/kota tentang
perubahan APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD,
Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah
menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan, bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota
menjadi Perda kabupaten/kota dan rancangan Perkada kabupaten / kota
menjadi Perkada kabupaten/ kota.

Ayat (5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan
hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten / kota tentang pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan
Perda kabupaten/kota tentang APBD, Perda kabupaten/kota tentang
perubahan APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD,
Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak
menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan, bupati/ wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan
paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Ayat (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD dan bupati/wali kota
menetapkan rancangan Perda kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD menjadi Perda kabupaten/kota dan rancangan Perkada
kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
menjadi Perkada kabupaten/kota, gubernur mengusulkan kepada Menteri,
selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan
dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 197



1)

2)

3)

4)

Ayat (1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah,
DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala
Daerah menyusun danmenetapkan Perkada tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Ayat (2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.

Ayat (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), rancangan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Ayat (4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Menteri atau
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan
Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menetapkan
rancangan Perkada tersebut menjadi Perkada.



